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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. [bookmark: _Hlk126228183]Pengaturan  perjanjian pengadaan barang dan jasa di Indonesia  diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang /jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuataan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan
2. Pertanggungjawaban perdata Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa adalah jika PPK melaksanakan tindakan penyimpangan berupa kesalahan administrasi (maladministasi) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pertanggungjawaban jabatan akan dijatuhkan kepada PPK sedangkan jika maladministrasi tersebut berimplikasi kepada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi sehingga pertanggungjawaban pribadi akan dikenakan kepada PPK, yaitu dengan bentuk pertanggungjawaban pidana yang ancaman pidananya sangat berat yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
3. Penyelesaian sengeta dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan pejabat komitmen adalah para pihak melakukan upaya perdamaian atau dengan kata lain akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan cara musyawarah dan jika dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menempuh jalur hukum melalui pengadilan
B. Saran
1. Agar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mewaspadai dan menyikapi secara bijaksana dan bertanggung jawab titik rawan rancangan kontrak pengadaan barang/jasa.
2. Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku bawahan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka diperlukan adanya pengaturan yang lebih baik lagi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana tidak hanya diatur dalam bentuk Peraturan Presiden, namun perlu diatur dalam bentuk Undang-Undang khusus terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karena itu harus disusun RUU tentang pengadaan tersebut.
3. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sangat diperlukan kesetaraan nyata serta peran dari para pihak untuk menentukan dan menyepakati isi dari perjanjian, menyangkut hak dan kewajiban masing-masing serta sanksi yang tegas, hal ini penting guna meminimalisir permasalahan dikemudian hari.
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